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BPKP Kalsel Bekali Aparatur Desa se HSU Kelola Dana Desa Akuntabel 

 

 
Sumber gambar : 

https://www.kanalkalimantan.com/wp-content/uploads/2024/08/WhatsApp-Image-2024-

08-01-at-20.50.31.jpeg 

 

Ratusan kepala desa dan aparat desa dari 219 desa se Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) 

ikuti workshop pengelolaan dana desa yang akuntabel guna percepatan transformasi ekonomi 

inklusif dan berkelanjutan, Rabu (31/7/2024), di aula Dr KH Ideham Chalid Amuntai. 

Kegiatan yang diselenggarakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 

Provinsi Kalimantan Selatan, dibuka Penjabat (Pj) Bupati HSU Zakly Asswan. 

Wakil Ketua BPKP Provinsi Kalsel Harly Davidson Sitanggang mengatakan, workshop 

dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kapasitas pegawai pemerintah daerah di tingkat 

desa dalam pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. 

 

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa  

Penyimpangan dana desa di negeri ini masih kerap terdengar. Termasuk di Kabupaten 

Tanahlaut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), juga ada kasus demikian. 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.beritasatu.com%2Fnetwork%2Fkanalkalimantan%2F244310%2Fbpkp-kalsel-bekali-aparatur-desa-se-hsu-kelola-dana-desa-akuntabel
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.beritasatu.com%2Fnetwork%2Fkanalkalimantan%2F244310%2Fbpkp-kalsel-bekali-aparatur-desa-se-hsu-kelola-dana-desa-akuntabel
https://www.kanalkalimantan.com/wp-content/uploads/2024/08/WhatsApp-Image-2024-08-01-at-20.50.31.jpeg
https://www.kanalkalimantan.com/wp-content/uploads/2024/08/WhatsApp-Image-2024-08-01-at-20.50.31.jpeg
https://banjarmasin.tribunnews.com/tag/dana-desa
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Hal tersebut menjadi atensi khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Tala. Penyuluhan hukum 

kepada kalangan aparatur pemerintahan desa hingga anggota 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pun dilakukan. 

Berdasar informasi dihimpun pada Kejari Tala, Selasa (30/76/2024), kegiatan terkini 

dilaksanakan pada Senin kemarin di Desa Sungai Bakau, Kecamatan Kurau. 

Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD Sungai 

Bakau tersebut mengangkat tema Pencegahan dan Penegakan Tindak Pidana Korupsi. 

Dimulai sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Balai Desa Sungai Bakau. Dihadiri 

perwakilan Kecamatan Kurau, Kepala Desa Sungai Bakau bersama Sekretaris dan seluruh 

aparatur desa, serta BPD Sungai Bakau. 

Kajari Tala Teguh Imanto melalui Kepala Seksi Intelijen Radityo Wisnu Aji mengatakan 

kegiatan tersebut bertujuan meminimalisasi kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi 

di desa. 

"Terutama pada penggunaan Dana Desa yang masih kerap terjadi di Kabupaten Tanah Laut," 

sebutnya. 

Pada kegiatan tersebut, pematerinya yakni  Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Akhmad 

Rifani didampingi jaksa fungsional pada Bidang Tindak Pidana Khusus. 

 

Rifani mengupas peran Kejaksaan dalam mengawal Dana Desa. Melalui paparan tersebut 

diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas publik di bidang tata kelola dana desa oleh 

pemerintah daerah dan jajaran.. 

Melalui kegiatan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur desa dan BPD tersebut, 

Kejari Tala berupaya meminimalisasi adanya kemungkinan penyimpangan dalam 

penggunaan dan pengelolaan Dana Desa 

 

Sumber berita 

1. https://www.beritasatu.com/network/kanalkalimantan/244310/bpkp-kalsel-bekali-

aparatur-desa-se-hsu-kelola-dana-desa-akuntabel 

2. https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/07/30/cegah-resiko-penyimpangan-dana-

desa-kejari-tala-suluh-aparatur-pemdes-dan-bpd 

 

Catatan : 

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran 

https://banjarmasin.tribunnews.com/tag/badan-permusyawaratan-desa-bpd
https://banjarmasin.tribunnews.com/tag/kejari-tala
https://banjarmasin.tribunnews.com/tag/dana-desa
https://banjarmasin.tribunnews.com/tag/kejari-tala
https://www.beritasatu.com/network/kanalkalimantan/244310/bpkp-kalsel-bekali-aparatur-desa-se-hsu-kelola-dana-desa-akuntabel
https://www.beritasatu.com/network/kanalkalimantan/244310/bpkp-kalsel-bekali-aparatur-desa-se-hsu-kelola-dana-desa-akuntabel
https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/07/30/cegah-resiko-penyimpangan-dana-desa-kejari-tala-suluh-aparatur-pemdes-dan-bpd
https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/07/30/cegah-resiko-penyimpangan-dana-desa-kejari-tala-suluh-aparatur-pemdes-dan-bpd
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Pendapatan Dan Belanja Negara1 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 20232. 

 

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa 

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa 

adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut 

Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia; 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana 

Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 

pemberdayaan masyarakat; 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (3) 

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia; 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) 

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu 

perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa; 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah 

rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat; dan 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, 

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 

Tahun 2023 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut 

dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum 

yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 

 
1 https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016 
2 https://peraturan.bpk.go.id/Download/329221/Permendesa%20Nomor%207%20Tahun%202023.pdf 

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016
https://peraturan.bpk.go.id/Download/329221/Permendesa%20Nomor%207%20Tahun%202023.pdf
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hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

 

Penggunaan Dana Desa  

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) 

Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;  

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) 

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat; 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan 

Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan 

Rencana Kerja Pemerintah Desa; 

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 

Tahun 2023 Pasal 2 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 

Tahun 2023 Pasal 4 Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui:  

a. pemenuhan kebutuhan dasar;  

b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;  

c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan  

d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. 

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 

Tahun 2023 Pasal 5 sampai dengan pasal 7 terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa 

 

Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan 

1. pemenuhan kebutuhan dasar 

a. Pencegahan dan penurunan stunting di Desa 

b. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa 

c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani 

d. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin 

2. pembangunan sarana dan prasarana Desa 

a. Pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa 

b. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan 

dan kawasan kumuh 

c. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa 

bagi desa yang belum dialiri listrik 
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d. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi melalui pengadaan, 

pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi 

e. Pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi melalui 

pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi 

dan komunikasi 

f. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas 

sumber daya manusia masyarakat desa 

g. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan 

masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat Desa 

h. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan 

bencana alam dan nonalam 

3. Pengembangan potensi ekonomi lokal 

a. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan 

usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama 

b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh 

badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama 

c. pengembangan Desa wisata 

4. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan 

a. pemanfaatan energi terbarukan 

b. pengelolaan lingkungan Desa 

c. pelestarian sumber daya alam Desa 

 

Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pemberdayaan Masyarakat 

1. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat 

a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat 

dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa 

b. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat 

dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular 

c. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat 

dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional 

d. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat 

dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran 

Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika 

2. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengawasan pembangunan desa 

a. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi 

data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa 

b. penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani 
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c. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan 

dan pemberdayaan masyarakat Desa 

d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa 

e. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik 

alternatif di Desa 

3. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa 

a. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat 

Desa 

b. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan 

usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama 

c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh 

badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama 

4. Pengembangan seni budaya lokal 

5. Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana 

alam dan nonalam 

a. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi 

tanggap darurat bencana alam 

b. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi 

tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa 

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 

Tahun 2023 pasal 11 Pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa menggunakan 

metode swakelola dan PKTD (Padat Karya Tunai Desa). 

 


